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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Praktek Penjualan Bahan Bakar Minyak Pom Mini Di Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung 

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau 

diolah dari minyak bumi sebagaimana dalam PerBPH MIGAS Nomor 6 

Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1). Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), yaitu
 
minyak bumi 

merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 

tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk 

aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses 

penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon 

lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak 

berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
1
 

Jenis BBM bensin merupakan nama umum untuk beberapa jenis 

bahan bakar minyak untuk mesin dengan pembakaran dengan pengapian. 

Terdapat beberapa jenis bensin di Indonesia dengan nilai mutu 

pembakaran yang berbeda. BBM bensin dibedakan menjadi tiga jenis 

diantaranya yaitu, 1) premium adalah bahan bakar jenis distilat berwarna 

kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi. 
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Pewarna tambahan. Penggunaan jenis bensin premium umumnya adalah 

untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti: 

kendaraan motor, mobil, dan lain-lain, 2) Pertamax ditujukan atau 

diperuntukkan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan 

bahan bakar beroktakan tinggi dan tanpa timbal (unleaded). Bahan bakar 

jenis pertamax ini juga direkomendasikan untuk kendaraan yang 

diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan 

teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converter, 

3) Pertamax Plus merupakan jenis bahan bakar yang telah memenuhi 

standar performance Internasional pada World Wide Fuel Charter 

(WWFC). Jenis BBM ini untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir 

yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan 

ramah lingkungan.
2
 Sekitar pertengahan tahun 2015, muncul jenis BBM 

baru yaitu Pertalite yang merupakan bahan bakar gasole yang memiliki 

warna hijau terang dan jernih yang direkomendasikan untuk digunakan 

oleh kendaraan bermesin bensin daripada jenis bahan bakar Premium. 

Pelaksanaan bisnis Pom Mini telah diketahui bukan unit bisnis dari 

Pertamina dan tergolong pengetap serta secara izin juga tidak ada dari 

Pertamina. Dari sisi takaran, Pom Mini tidak dapat dipastikan. Berbeda 

dengan SPBU yang pada tiap tahunnya pasti ada pengecekan dari Unit 

Metrologi Dinas Koperasi, UMKM, dan perdagangan setempat. Harga 

                                                           
2
 Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, “Komoditas BBM”, dalam 

https://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm/, diakses 18 Mei 2020. 

https://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm/
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dispenser yang digunakan di SPBU memiliki harga 150 juta rupiah, 

sedangkan yang ada di Pom Mini seharga 10-15 juta rupiah.
3
  

Mesin yang digunakan oleh Pengusaha Pom Mini di Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung berasal dari luar kota seperti Malang, 

Jakarta, dan Jawa Barat. Pada mesin Pom Mini tertulis bahwa mesin 

tersebut menggunakan dispenser sebagai penyalur BBM. Cara kerja 

Dispenser pada SPBU yaitu, adanya sistem pengisap BBM dari tangki 

pendam. Dalam sistem tersebut menggunakan pipa spiral untuk 

menghubungkan dispenser dengan tangki pendam. Bekerjanya dispenser 

saat petugas SPBU mengangkat ujung selang atau noozle. Kemudian, 

secara otomatis BBM akan naik menuju alat penakar yang disebut selenoid 

valve. Sesuai dengan alat penakar, cairan BBM akan mengalir melalui alat 

pengukur aliran, dimana saat tuas selang ditarik petugas. Secara otomatis 

BBM akan mengalir ke dalam tangki kendaraan sesuai dengan 

pembeliannya.
4
 

Sistem atau cara kerja Pom Mini berbeda dengan SPBU pada tangki 

penyimpanan BBM, karena pada usaha Pom Mini penyimpanan BBM 

tidak dipendam. Tapi, disimpan pada drum-drum kecil ataupun besar yang 

diletakkan dibelakang mesin. Letak penyimpanan BBM tersebut yang 

membahayakan bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. 

                                                           
3
 Estu Suryowati, “Pertamini Dinilai Ilegal dan Berbahaya, Ini Alasannya”, dalam 

https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-

ilegal-dan-berbahaya-ini-alasannya%3famp, diakses 28 Mei 2020. 
4
 Team Viva, “Intip Cara Kerja Dispenser SPBU”, dalam  

https://www.viva.co.id/amp/otomotif/783043-intip-cara-kerja-dispenser-

spbu?page=all&utm_medium=all-page, diakses 19 Juli 2020. 

https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-ilegal-dan-berbahaya-ini-alasannya%3famp
https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-ilegal-dan-berbahaya-ini-alasannya%3famp
https://www.viva.co.id/amp/otomotif/783043-intip-cara-kerja-dispenser-spbu?page=all&utm_medium=all-page
https://www.viva.co.id/amp/otomotif/783043-intip-cara-kerja-dispenser-spbu?page=all&utm_medium=all-page
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Legalitas adalah kesesuaian perbuatan dengan norma hukum atau 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau suatu keadaan yang 

sah dan terbukti keabsahannya.
5
 Suatu yang telah diakui secara legal telah 

memiliki suatu izin dalam kegiatan didalamnya, seperti halnya kegiatan 

berbisnis. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan 

bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 

badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian, definisi 

perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha 

atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6
 

Izin dalam bentuk beschicking sudah bersifat konkrit (objeknya tidak 

abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa 

yang diberikan izin), dan final (seseorang yang telah memiliki hak untuk 

mengadakan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya secara definitif 

dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Izin memiliki beberapa unsur, 

yaitu para pihak, objek pengaturan, pengesahan, pihak yang mengeluarkan, 

jangka waktu, untuk apa izin digunakan, dan alasan penerbitan izin.
7
 

Instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai 

tujuannya salah satunya dalam perizinan. Menurut Ahmad Sobana, 

mekanisme perizinan dan izin diterbitkan untuk pengendalian dan 

                                                           
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi / Arti Kata Legalitas”, dalam 

https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/legalitas.html, diakses 28 Mei 2020. 
6
 Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. 
7
 Ibid., hal. 7-8. 

https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/legalitas.html
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pengawasan administratif yang dipergunakan sebagai alat mengevaluasi 

keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai. Tujuan adanya 

sistem perizinan, yaitu:
8
 

a. Adanya suatu kepastian hukum. 

b. Perlindungan kepentingan umum. 

c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan. 

d. Pemerataan distribusi barang tertentu. 

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan 

publik. walaupun tidak dibutuhkaan setiap hari, perizinan sangatlah 

penting bagi kehidupan manusia. apabila tidak terdapat perizinan, maka 

akan banyak yang tidak dapat dilakukan karena izin adalah bukti penting 

secara hukum.
9
 

Kegiatan niaga BBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas (Migas), termuat bagi badan usaha yang 

dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha 

dari pemerintah meliputi, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, 

izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.  

Pengusaha Pom Mini bukan Sub Penyalur karena Peraturan Badan 

Pengatur Hilir Minyak dan Gas (PerBPH MIGAS) Nomor 6 Tahun 2015 

Pasal 1 ayat (7), menjelaskan Sub Penyalur adalah perwakilan dari 

sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM 

khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan 

                                                           
8
 Ibid., hal. 8-9. 

9
 Fahmi Wibawa, Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu... hal. 7. 
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BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan 

dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada. Selanjutnya 

pada Pasal 4 menjelaskan, penunjukan sebagai Sub Penyalur dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah setempat. Pemerintah Daerah ini adalah 

Pemerintah Kabupaten. Penunjukan Sub Penyalur oleh Pemerintah Daerah 

ditetapkan setelah adanya beberapa hal dalam Pasal 7, antara lain:
10

 

a. Adanya usulan Kepala Desa Setempat. 

b. Tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan 

kuota nasional. 

c. Tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota 

yang ditetapkan oleh Badan pengatur. 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir 

Minyak dan Gas Bumi Pasal 43, menjelaskan bahwa badan usaha yang 

akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, BBM, 

bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan wajib memiliki 

izin niaga dari Menteri.  

Izin Usaha Bahan Bakar Minyak berdasarkan peraturan dalam Pasal 

23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

(MIGAS), bahwa kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 

5 angka (2) yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, 

dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin 

                                                           
10

 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 

Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus 

Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. 
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Usaha dari Pemerintah. Kemudian, izin usaha yang diperlukan untuk 

kegiatan usaha atau niaga Minyak Bumi dibedakan atas, izin usaha 

pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin 

usaha niaga. Setiap badan usaha yang dapat diberi satu izin usaha 

sepanjang tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11

 

Izin usaha di bidang BBM dalam kegiatan niaga berdasarkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha 

Dalam kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menjelaskan dalam 

mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan permohonan 

kepada Menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui 

Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan 

usaha minyak dan gas bumi dilengkapi dengan persayaratan administratif 

dan teknis. Pengajuan izin selain kepada Menteri melalui Direktur 

Jenderal, permohonan izin usaha ini juga disampaikan tembusannya 

kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS). Apabila 

permohonan izin usaha telah disetujui, maka Direktur Jenderal atas nama 

Menteri memberikan izin usaha sementara kepada Badan Usaha dengan 

tembusan kepada Menteri dan/atau BPH MIGAS. Pendaftaran izin usaha 

niaga BBM wajib bagi badan usaha berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan 

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 08/P/BPHMIGAS/X/2005 tentang 

                                                           
11

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi. 
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Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan 

Usaha Bahan Bakar Minyak. BPH MIGAS akan mengeluarkan sertifikat 

Nomor Registrasi Usaha (NRU) kepada Badan usaha yang telah 

mendapatkan Izin Usaha Sementara atau Izin Usaha Niaga.
 12

 

Badan usaha yang telah mendapat sertifikat, memiliki kewajiban 

untuk melapor terkait kemajuan usahanya secara periodik dan membayar 

iuran kepada pihak BPH MIGAS. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban 

untuk mendaftarkan izin usahanya, BPH MIGAS dapat mengusulkan 

kepada Menteri untuk mencabut izin usaha yang telah diserahkan. Badan 

usaha yang melakukan kegiatan niaga minyak bumi harus berbentuk badan 

hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan 

didirikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

bekerja dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
13

 

Izin usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha minyak bumi atau 

kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dalam ayat satu dibedakan 

diantaranya seperti Izin usaha pengolahan, Izin usaha pengangkutan, Izin 

usaha penyimpanan, Izin usaha niaga. Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, 

menjelaskan bahwa badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha 

bidang niaga minyak bumi, gas bumi, BBM, bahan bakar gas, bahan bakar 

lain atau hasil olahan wajib memiliki izin niaga dari Menteri. 

                                                           
12

 Ilman Hadi, “Siapa yang berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar 

Minyak?”, dalam https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5044aa275b43d/wewenang-

dinas-pertambangan-dan-energi, diakses 03 Mei 2020. 
13

 Ibid. 

https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5044aa275b43d/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi
https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5044aa275b43d/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi
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Bisnis pada bidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 

menjamur saat ini adalah Pom Mini. Pom Mini merupakan sebuah inovasi 

penjualan BBM yang awalnya sistem penjualannya menggunakan wadah 

botol kemudian terjadi inovasi, kemudian muncul bisnis Pom Mini yang 

dinilai lebih efektif, cepat, dan lebih murah daripada sistem perbotolan. 

Cara dalam pelayanan Pom Mini hampir mirip dengan pelayanan di 

SPBU, yaitu menggunakan mesin, noozle, dan tombol digital. Namun, asal 

dalam mendapatkan mesin Pom Mini bukan dari PT. Pertamina melainkan 

buatan lokal masyarakat dan untuk harga mesin lebih murah daripada 

seperti di SPBU. Secara izin Pom Mini belum memilikinya, dan 

berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan mengenai kelegalan bisnis 

Pom Mini, tidak mendapatkan surat-surat menyangkut perizinan usaha 

atau niaga untuk menjual BBM. Maka,  dengan tidak ditemukannya surat 

izin menyangkut kegiatan niaga di bidang bahan bakar menggunakan Pom 

Mini bukan termasuk bisnis yang legal, melainkan ilegal karena tidak 

melakukan perizinan secara benar. 

 

B. Dampak Legalitas Bisnis Pom Mini Di Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung Terhadap Hak-Hak Konsumen 

Konsumen merupakan setiap opemakai barang atau jasa yang ada 

didalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk keluarga, 

untuk orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK tersebut menjelaskan bahwa 
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konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.
14

 

Pelaku usaha atau pengusaha dalam kegiatan menjalankan usahanya 

perlu untuk memperhatikan konsumennya. Konsumen merupakan 

instrumen penting sepanjang jalannya suatu bisnis. Jenis konsumen ini 

adalah konsumen akhir. Konsumen akhir (ultimate consumer / end usher) 

merupakan orang yang memperoleh dan menggunakan barang atau jasa 

untuk tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, untuk 

keluarga, untuk orang lain, dan mahluk hidup lainnya dan tidak 

diperdagangkan kembali atau untuk mendapat keuntungan kembali.
15

 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Pom Mini hampir mirip seperti 

SPBU, yaitu mesin penyalurnya. Tetapi, berbeda dengan mesin yang 

digunakan SPBU karena mesinnya telah memenuhi standar operasional 

niaga bahan bakar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi sehingga 

terjamin keamanannya. Konsumen memiliki hak sebagaimana yang 

tertuang pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 a yaitu 

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa.” 

Konsumen merupakan pihak pengguna atau pemakai produk yang 

dijual oleh pelaku usaha. Maka perlu sebagai pelaku usaha memperhatikan 

hak-hak yang dimiliki konsumen. 
 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 

                                                           
14

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (MIGAS). 
15

 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 

hal. 19-20 
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menemukan bahwa konsumen BBM di Pom Mini merasa hak-haknya 

dikurangi, seperti khawatir perihal faktor keamanan yang diabaikan 

pengusaha Pom Mini terutama pada pengusaha atau pelaku usaha yang 

sengaja menjual BBM disandingkan dengan berbisnis rokok. Pelaku usaha 

ini dapat melanggar kewajiban bagi pelaku usaha terhadap konsumennya 

yang termuat dalam Pasal 7 Huruf (a) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yaitu, Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 16

 

Adanya penjualan rokok disandingkan dengan penjualan BBM 

dikhawatirkan akan mengakibatkan musibah yang bisa saja menimpa 

konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat yang ada disekitar. Kemudian, 

konsumen khawatir takaran BBM Pom Mini tidak bekerja secara benar 

karena tidak ditera petugas pengecekan dari Metrologi pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. Pelaku usaha dapat melanggar peraturan 

yang mengatur larangan bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 Ayat 1 c yang pada intinya 

melarang memperdagangkan barang dengan tidak sesuai dengan ukuran, 

takaran, timbangan, dan jumlahnya dalam hitungan menurut ukuran yang 

sebenarnya. Berdasarkan UUPK, Pengusaha Pom Mini ini dapat 

melanggar peraturan mengenai hak-hak konsumen yang termuat dalam 

Pasal 8 ayat 1 c Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Suatu 

keadaan yang ilegal merupakan kegiatan yang membahayakan, karena 

terbukti tidak memiliki keabsahan atau melanggar hukum. bisnis yang 

                                                           
16

 Ibid. 
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berjalan pada pelayanan publik perlu untuk memiliki izin sebagai upaya 

menjamin kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen maupun 

pengusahanya sendiri. Selanjutnya, dengan tidak dimilikinya izin usaha 

pada Pom Mini mengakibatkan tidak diterapkannya standar operasional 

sebagaimana di SPBU dalam kegiatan menjual BBM kepada konsumen 

atau masyarakat. 

 

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Legalitas Bisnis Penyaluran 

Bahan Bakar Minyak Pom Mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung 

Peranan etika bisnis sebagai upaya untuk tidak terjadi suatu keadaan 

yang menimbulkan pemasukan pendapatan pada salah satu pihak saja dan 

dirugikan pada pihak lainnya, sehingga tercipta pula nilai-nilai ajaran 

Islam yang mengajarkan bisnis secara baik dan benar. Prinsip dasar etika 

bisnis yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang merupakan 

pelaksanaan kegiatan yang dirahmati dan diridhoi Allah, diantaranya: 

a. prinsip kesatuan (unity/tauhid) 

b. Prinsip keseimbangan (equilibrium/tawadzun) 

c. Prinsip kehendak bebas (free will) 

d. Prinsip tanggungjawab (responsibility) 

e. Kebenaran (benevolence) 

Apabila prinsip etika ini dilaksanakan dengan baik akan tercipta 

keuntungan antar kedua belah pihak dimana si penjual mendapatkan 
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keuntungan dari barang yang dijual dan sedangkan pembeli mendapatkan 

keuntungan fungsional barang yang telah dibelinya. Bisnis Islami 

menghindarkan dari kecurangan-kecurangan bisnis berupa eksplositasi, 

pemerasan, monopoli, dan kecurangan lainnya. Ajaran agama Islam 

menjadikan individu memiliki solidaritas tinggi dan menunjukkan 

ketinggian moral beragama dan bermayarakat.
17

 

Rasulullah saw mengajarkan umat Islam untuk bersikap baik dan 

beretika kepada konsumennya. Sikap-sikap yang belaiu ajarkan meliputi 

jujur, tidak melakukan penipuan pada takaran, tidak menjelek-jelekkan 

bisnis saingannya, tidak menimbun barang, tidak bermonopoli, menjauhi 

unsur-unsur riba, dan menjual barang yang suci serta halal. Etika bisnis 

islam merupakan kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar dengan 

penuh tanggung jawab sebagaimana ajaran agama Islam yang 

mengajarkan hukum halal dan haram. Dalam upaya mendapatan 

keuntungan dari hasil bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman 

akan mendatangkan keberkahan. 

Pelaksanaan bisnis Pom Mini telah diketahui bukan unit bisnis dari 

Pertamina dan tergolong pengetap serta secara izin juga tidak ada dari 

Pertamina. Kegiatan niaga BBM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas), termuat bagi badan 

usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan 

izin usaha dari pemerintah meliputi, izin usaha pengolahan, izin usaha 
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pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Dari sisi 

takaran, Pom Mini tidak dapat dipastikan. Berbeda dengan SPBU yang 

pada tiap tahunnya pasti ada pengecekan dari Unit Metrologi Dinas 

Koperasi, UMKM, dan perdagangan setempat. Harga dispenser yang 

digunakan di SPBU memiliki harga 150 juta rupiah, sedangkan yang ada 

di Pom Mini seharga 10-15 juta rupiah.
18

 

Pom Mini termasuk bisnis yang ilegal sehingga bisnis ini tidak 

menjalankan prinsip dasar etika bisnis Islam. Bisnis ini bergerak pada 

bidang penjualan bahan bakar yang merupakan bahan energi yang mudah 

sekali terbakar sehingga perlu untuk tindakan kepegurusan perizinan 

sehingga nantinya operasional bisnis sesuai standar akan terpenuhi. 

Islam melarang umatnya dalam berbisnis tidak mengutamakan 

kepentingan orang lain dan hanya mementingkan pendapatan atau 

keuntungan saja dari kegiatan bisnis yang dijalaninya. Allah melarang 

untuk berbisnis dalam jalan kebatilan sebagaiman Firman-Nya: 

ٍْ أيَْىَالِ  وَلاتَأكُْهىُا أيَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ باِنْباَطِمِ وَتدُْنىُا بهِاَ إنِىَ انْحُكَّاوِ نتِأَكُْهىُا فرَِيقاً يِ

 ٌَ ى ًُ َْتىُْ تعَْهَ  انَُّاسِ باِلِإثْىِ وَأَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan 

cara yang batil, (dan janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada 

para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 
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 Estu Suryowati, “Pertamini Dinilai Ilegal dan Berbahaya, Ini Alasannya”, dalam 

https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-
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orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS.Al-

Baqarah ayat 188). 

Takaran atau timbangan dalam bermuamalah merupakan hal yang 

penting untuk diutamakan ketepatan dan keakuratannya. Bisnis Pom 

Mini sangat diragukan takaran pada mesin takaran digitalnya karena 

tidak ditera oleh petugas Disperindag melalui petugas metologi untuk 

mengukur ketepatan alat takarannya. Firman Allah swt:  

( ٍَ طَفِّفيِْ ًُ ٌَ )1وَيْمٌ نِّهْ ٍَ اذَِااكْتاَنىُْا عَهىَ انَُّاسِ يسَْتىَْفىُْ زَ 2( انَّرِيْ ( وَاذَِاكَانىُْ هىُْ اوَْوَّ

. ٌَ  َىُْ هىُْ يخُْسِرُوْ

“Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila 

mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi”. (QS. Al-Mutaffifin 83: 112). 

Perizinan memiliki keterikatan dengan kejujuran suatu takaran pada 

bisnis penjualan atau penyaluran bahan bakar minyak Pom Mini, karena 

apabila ilegal maka tidak ada pengecekan sama sekali sehingga alat ukur 

dan mesin yang digunakan belum diketahui kebenaran maupun 

keamanannya. Maka, bisnis ini tidak mengamalkan etika bisnis Islam 

dalam berbisnis untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan 

keselamatan konsumennya. 


